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FERY ELSHIRNA
OPINI WDP: Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulteng, Dadang Gunawan (kiri) saat menyerahkan hasil
pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Donggala kepada Ketua DPRD Ahmad Mardjanu (tengah) dan Bupati
Donggala Habir Ponulele (kanan), kemarin.

PALU Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Donggala tahun
anggaran 2010 berdasarkan
hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI Perwakilan Provinsi
Sulteng, mendapat opini wajar
dengan pengecualian (WDP).

Hal itu disampaikan Kepala
Perwakilan ~ BPK  RI
Perwakilan Provinsi Sulteng,
Dadang Gunawan saat
penyerahan hasil pemeriksaan
atas LKPD Kabupaten
Donggala di kantor BPK RI
Perwakilan Provinsi Sulteng di
Palu, Kamis kemarin (26/5).

Opini WDP tersebut, untuk
kedua kalinya diperoleh
Pemkab Donggala, setelah
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LKPD tahun 2009 yang
disampaikan pada tahun 2010,
juga dengan opini WDP,
sementara hasil pemeriksaan
LKPD tahun 2008 yang
disampaikan tahun 2009,
Pemkab Donggala mengalami
opini tidak menyatakan pendapat
atau disclaimer opinion.
Menurut Dadang Gunawan,
tren opini .atas LKPD
Kabupaten Donggala adalah
tetap, atau tidak terdapat
peningkatan akuntabilitas
terhadap pengelolaan
keuangan daerah. “Walaupun
selama dua tahun berturut-
turut LKPD Kabupaten
Donggala memperoleh opini
WDP, namun tahun-2010
Pemkab Kabupaten Donggala

telah melakukan upaya
perbaikan yakni
penatausahaan barang

persediaan, inventarisasi aset
tetap dan penyusunan laporan
barang milik daerah (BMD)
serta penyempurnaan aplikasi
Simda keuangan dan Simda
BMD,” jelas Dadang.

Kata Dadang, cakupan
pemeriksaan atas LKPD
Kabupaten Donggala tahun
2010 senilai Rp1,23 triliun
meliputi neraca sebesar
Rp345,47 miliar yang terdiri
atas aset senilai Rp335,27
miliar, sedangkan kewajiban
senilai Rp10,20 miliar dan
LRA sebesar Rp889,48 miliar
yang terdiri atas pendapatan

senilai Rp543,99 miliar dan
belanja senilai Rp291,15
miliar serta pembiayaan senilai
Rp54,34 miliar. “Temuan
senilai Rp19,85 miliar atau
1,61 persen dari cakupan
pemeriksaan,” jelasnya.

Dia mengakui, pemberian
opini WDP terhadap LKPD
Kabupaten Donggala,
disebabkan adanya pengecualian
atas akun-akun dalam laporan
keuangan antara lain, pertama,
saldo kas di bendahara
pengeluaran termasuk sisa uang
persediaan tahun anggaran
2006-2009 sebesar Rp379,99
juta yang secara fisik tidak
dalam penguasaan bendahara
pengeluaran. Kedua, realisasi
pendapatan retribusi pelayanan
kesehatan belum termasuk
pendapatan-~“atas  klaim
Jamkesmas, Askes dan
Jamkesda pada RSUD Kabelota
sebesar Rp749,17 juta yang
tidak disetor ke kas daerah dan
telah digunakan langsung
sebesar Rp523,60 juta.

Ketiga, nilai aset tetap dalam
neraca per 31 Desember 2010
disajikan lebih tinggi sebesar
Rpl,5 miliar jika
dibandingkan perhitungan
mutasi aset tetap sejak tahun
2008 sampai tahun 2010. Atas

perbedaan itu, Pemkab
Donggala tidak  dapat
memberikan penjelasan.

Selain itu, informasi dalam
laporan BMD tidak lengkap
antara lain aset tanah sebanyak
153 persil senilai Rp6,38

- miliar tidak dilengkapi data

lokasi dan luas. Aset tetap
belum dicatat, antara lain
berupa aset tetap yang
diperoleh dari'kegiatan stimu-
lus belanja infrastruktur
bidang pekerjaan umum tahun
2009 sebesar Rp38,61 miliar
dan kendaraan roda dua yang
diperoleh dari pemanfaatan
dana dukungan operasiona]
pemungutan pajak bumi dan
bangunan sebesar Rp131,12
juta. Aset tetap dikuasasi oleh
pihak lain minimal scbesar
Rp4,9 miliar yang tidak
didukung dengan surat
perjanjian pinjam pakai, dan
aset tetap yang hilang minimal
sebesar Rp1,43 juta.

Kata Dadang, selain
pemberian opini atas kewajaran
penyajian laporan keuangan,
hasil-pemeriksaan BPK- jugg
memuat temuan atas kelemahan
sistem pengendalian intern (SPI)
yaitu sebanyak delapan temuan
dan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan
sebanyak 13 temuan.

Pada kesempatan itu,
Dadang juga mengatakan,
hasil pemantauan atas
tindaklanjut hasil pemeriksaan
BPK sampai semester I tahun
2011 menunjukan jumlah
temuan 141 kasus dengan 337
rekomendasi. Telah
ditindaklanjuti sesuai
rekomendasi sebanyak 66
rekomendasi atau 19,58
persen. Namun sebanyak 271
rekomendasi atau 80,42 persen
belum sepenuhnya
ditindaklanjuti.

Sementara pemantauan
terhadap penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi (TP-TGR)
menunjukan bahwa jumlah
kasus kerugian keuangan
daerah sejak tahun 1996
sampai semester I tahun 2011,
sebanyak 120 kasus scbesar
Rp53.34  miliar, telah
diselesaikan sebanyak 21
kasus sebesar Rp415.03 juta.
sedangkan yang belum
dilunasi .sebanyak 99 kasus
sebesar Rp51,88 miliar
“Berdasarkan  peraturan
Mendagri Nomor 5/1997.
pasal 5 ayat 2 jo pasal 14 ayat
2 bahwa penyelesaian deng
cara angsuran sclambat-
lambatnya dalam waktu dua _
tahun,” tandasnya.
~Sementara Bupati Donggala
Habir Ponulele mengatakan,
dengan opini WDP, akan terus
memberikan motivasi untuk
bekerja lebih baik, tentu saja
mengikuti  aturan  dan

* mekanisme yang ada. Habir

mengatakan, secara bertahap
pihaknya  akan  terus
memperbaiki LKPD, sehing,
kedepan tren opini BPK juga
akan naik. Sementara Ketua
DPRD Donggala Ahmad
Mardjanu mengatakan,
pihaknya akan
menindaklanjuti temuan BPK
tersebut. Hal itu juga menjadi
referensi dalam pembahasan
APBD setiap tahun.
harapkan agar kedepan
Pemkab Donggala akan lebih
baik lagi,” tandasnya.(fer)
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